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RINGKASAN 
Filsafat merupakan suatu ilmu yang dianggap sebagai akar dari ilmu-ilmu 
yang berkembang di dunia, dikarenakan filsafat merupakan ilmu yang paling 
tua dan satu-satunya ilmu yang ada pada saat itu. Filsafat pada intinya 
berbicara tentang hakikat sesuatu secara mendasar, selalu akan 
membicarakan perihal hukum dalam tataran yang cukup mendasar. 
Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian terhadap asas-asas hukum, perundang-undangan, literatur, 
pendapat para ahli hukum, doktrin, laporan, karya ilmiah (laporan hasil 
penelitian), jurnal, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah 
secara konseptual (Conceptual Approach) dan Historis (Historical Approach). 
Landasan filosofi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan, kepastian 
dan kemanfaatan, harus proporsional atau seimbang antara yang satu 
dengan yang lainnya, baik dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, 
sehingga dapat memberikan rasa jaminan akan adanya penegakan hukum 
yang sesuai dengan tujuan daripada hukum itu sendiri yang merupakan 
filosofi dari cita-cita atau kehendak masyarakat. Adapun Terciptanya rasa 
keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat manakala 
keadilan serta kebijaksanaan yang bersifat adil dan diinginkan oleh 
masyarakat, perlu adanya nilai-nilai kepastian guna mencapai adanya 
kemanfaatan hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat, salah satu 
contohnya adalah putusan hakim yang dapat memberi manfaat bagi dunia 
peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. 
 
 

ABSTRAK 
Philosophy is a science that is considered as the root of the sciences that 
developed in the world, because philosophy is the oldest science and the only 
science that existed at the time. Philosophy essentially speaks of the essence 
of something fundamentally, always going to discuss the subject of law at a 
fairly basic level. 
The type of research conducted is normative legal research, ie research on 
legal principles, legislation, literature, opinions of jurists, doctrines, reports, 
scientific papers (research reports), journals, this study uses the conceptual 
problem approach (Conceptual Approach) and Historical (Historical 
Approach). 
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The cornerstone of the law enforcement philosophy that ensures a sense of 
justice, certainty and benefit, must be proportionate or balanced between 
one another, both in terms of justice, certainty and usefulness, so as to 
provide a sense of assurance of law enforcement that is in line with the 
objectives of the law itself which is the philosophy of the ideals or the will of 
the people. The creation of a sense of justice, certainty and usefulness in the 
life of the community when justice and wisdom are fair and desirable by the 
community, the need for the values of certainty in order to achieve the 
existence of legal benefits in the life of society, one example is a judge 
decision that can provide benefits for the world of justice, the general public 
and the development of science. 
 
1. PENDAHULUAN 

 Filsafat merupakan suatu ilmu yang dianggap sebagai akar dari ilmu-
ilmu yang berkembang di dunia, dikarenakan filsafat merupakan ilmu yang 
paling tua dan satu-satunya ilmu yang ada pada saat itu. Filsafat pada intinya 
berbicara tentang hakikat sesuatu secara mendasar, selalu akan 
membicarakan perihal hukum dalam tataran yang cukup mendasar. 

Antara filsafat dengan sejarah tidak dapat dipisahkan, karena sejarah 
filsafat sudah merupakan filsafat itu sendiri. Ketika satu demi satu ilmu 
pengetahuan memisahkan diri dari filsafat sebagai induknya, akhirnya sisa 
dua bidang yang tetap melekat pada filsafat itu, yang pertama, apakah yang 
dapat aku ketahui dan yang kedua, apakah yang harus aku kerjakan, kedua 
pertanyaan itu merupakan inti dari filsafat. 

Pemikiran tentang Filsafat hukum dewasa ini diperlukan untuk 
menelusuri seberapa jauh penerapan arti hukum dipraktekkan dalam hidup 
sehari-hari, juga untuk menunjukkan ketidak sesuaian antara teori dan 
praktek hukum. Manusia memanipulasi kenyataan hukum yang baik menjadi 
tidak bermakna karena ditafsirkan dengan keliru, sengaja dikelirukan, dan 
disalah tafsirkan untuk mencapai kepentingan tertentu. Banyaknya kasus 
hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran 
hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik sehingga 
peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijaksanaan 
pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam 
menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang 
mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. 
Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena pelecehan terhadap hukum 
semakin marak. Tindakan pengadilan seringkali tidak bijak karena tidak 
memberi kepuasan pada masyarakat. Hakim tidak lagi memberikan putusan 
adil pada setiap pengadilan yang berjalan karena tidak melalui prosedur yang 
benar. Perkara diputuskan dengan undang-undang yang telah dipesan 
dengan kerjasama antara pembuat Undang-undang dengan pelaku kejahatan 
yang kecerdasannya mampu membelokkan makna peraturan hukum dan 
pendapat hakim sehingga berkembanglah “mafia peradilan”.  

Pendapat yang menyatakan bahwa induk dari segala macam ilmu 
pengetahuan adalah Filsafat merupakan argumen yang hampir diterima oleh 
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semua kalangan. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan yang erat antara 
ilmu pengetahuan tertentu dengan filsafat tertentu, seperti filsafat hukum 
yang melahirkan ilmu hukum dan seterusnya. Filsafat hukum adalah refleksi 
teoretis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan 
merupakan induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum.2 

Produk hukum telah dikelabui oleh pelanggarnya sehingga kewibawaan 
hukum jatuh. Manusia lepas dari jeratan hukum karena hukum yang dipakai 
telah dikemas secara sistematik sehingga perkara tidak dapat diadili secara 
tuntas bahkan justru berkepanjangan dan akhirnya lenyap tertimbun 
masalah baru yang lebih aktual. Keadaan dan kenyataan hukum dewasa ini 
sangat memprihatinkan karena peraturan perundang-undangan hanya 
menjadi lalu lintas peraturan, tidak menyentuh persoalan pokoknya, tetapi 
berkembang, menjabar dengan aspirasi dan interpretasi yang tidak sampai 
pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Fungsi hukum tidak bermakna lagi, 
karena adanya kebebasan tafsiran tanpa batas yang dimotori oleh kekuatan 
politik yang dikemas dengan tujuan tertentu. Hukum hanya menjadi 
sandaran politik untuk mencapai tujuan, padahal politik sulit ditemukan 
arahnya. Politik berdimensi multi tujuan, bergeser sesuai dengan garis partai 
yang mampu menerobos hukum dari sudut manapun asal sampai pada 
tujuan dan target yang dikehendaki.  

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang 
dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat 
dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak 
permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. 
Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam 
masyarakat tercapai keadilan sebagai akibat dari penegakan hukum yang 
formil. 

Ukuran mengenai keadilan seringkali di tafsirkan berbeda-beda. 
Keadilan itu sendiri-pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, 
misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan 
merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap 
penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. 
Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah 
politik. Kebenaran hukuman keadilan dimanipulasi dengan cara sistematik 
sehingga pengadilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya.  

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum 
untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-
bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan 
berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada 
dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat 

                                                 
2    Lili Rasjidi, dalam Bernard Arif Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum 

(sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan lmu hukum sebagai 
landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia), Mandar Maju, Bandung, 
hlm.119 

 



Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016: 1567-1582 
 

 

 

1570 

 

atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah 
memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum 
tidak mencerminkan adanya rasa keadilan dalam masyarakat. 

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma 
hukum formil yang ada dalam undang-undang (law in book’s), akan 
cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya 
di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (living law). Lebih 
jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal 
culture), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta 
pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku. 

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam 
hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” 
dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan 
dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang 
berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh 
terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, 
di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang 
mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul 
penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada 
ketidakpastian hukum. 

Filsafat dapat dipahami sebagai kegiatan intelektual yang bersifat 
metodis dan sistematis. Makna hakiki dari keseluruhan yang ada dan gejala - 
gejala yang termasuk dalam keseluruhan yang ada itu dapat diungkapkan 
melalui cara perenungan filosofis (reflektif).  

Fungsi filsafat hukum dapat dikatakan untuk menguji keefektifan hukum 
positif. Hal ini sesuai dengan adanya tuntutan atas setiap hukum yang 
berlaku, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berubah 
dalam setiap waktu dan tempat. Apakah landasan filosofi penegakan hukum 
yang menjamin rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta 
Bagaimanakah terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam 
kehidupan masyarakat 

 
2. KEADILAN 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak 
dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum 
bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. 
Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan 
hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. 
Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga 
tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling 
penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum 
satu-satunya. 

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh 
pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam 
bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang 
setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang 
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secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada 
setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. 
Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. 

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa 
keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat 
memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah 
menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak 
dan kewajiban. Yitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan 
mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewjibanya. 
Disitulah berfungsi keadilan.  

Membicarakan keadilan tidak semuda yang kita bayangkan, karena 
keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa 
disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B. Oleh karen 
itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin 
lebih obyaktif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu 
lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa 
keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis 
yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan 
pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada 
para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang 
ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada 
bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya 
kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk 
menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada 
ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”. 

 
3. KEPASTIAN HUKUM 

Menurut Sudikno Mertukusumo3, kepastian hukum merupakan jaminan 
bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian 
hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih 
diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri 
hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini 
menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri 
karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorag hidup secara 
berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan 
aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.   

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan 
keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun 
organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh 
aturan hukum. Secara etis, padangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang 
dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah 
serigala bagi manusia lainnya (homo hominilupus). Manusia adalah makhluk 
yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir 

                                                 
3 Sudikno Mertukusumo, 2009, Penemuan Hukum, Liberty , Yogyakarta, hlm. 21 
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sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi 
dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis 
merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat 
aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan 
para koboy Amerika ratusan tahun lalu. 

Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh 
rasionalisme yang dikumandangkan Rene Descarte (cogito ergo sum), 
fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton serta 
empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan 
sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh 
pemikiran mereka terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam 
pendekatan law and order (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan 
dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif 
(peraturan) dapat dimauti ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat 
itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional 
dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukum yang terjadi karena 
pelanggarannya. 

Pandangan mekanika dalam hukum tidak hanya menghilangkan 
kemanusiaan dihadapan hukum dengan menggantikan manusia sebagai 
sekrup, mor atau gerigi, tetapi juga menjauhkan antara apa yang ada dalam 
idealitas aturan hukum dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Idealitas 
aturan hukum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian 
pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu 
tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata law and order menyisakan 
kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. Law and order 
kemudian hanya cukup untuk the order of law, bukan the order by the law 
(ctt: law dalam pengertian peraturan/legal). 

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian 
tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena 
frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku 
terhadap hukum secara benar-benar. Demikian juga dengan mekanika 
Newton. Bahkan Mekanika Newton pun sudah dua kali dihantukkan dalam 
perkembangan ilmu alam itu sendiri, yaitu Teori Relativitas dari Einstein dan 
Fisika Kuantum. 

 
 

4. KEMANFAATAN 
Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan 

hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui 
apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan 
hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum 
hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat 
dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi 
perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang 
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hendak dicapai.4 Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa 
Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. 

 
 

5. Landasan Filosofi Penegakan Hukum Yang Menjamin Rasa Keadilan, 
Kepastian Dan Kemanfaatan. 
Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum 

demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh 
struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi 
hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. 

Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan 
untuk melaksanakan dan menerapkan hukum seta melakukan tindakan 
hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang 
dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun 
melalui abitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (Alternative 
despute or conflicts resolution). 

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan 
kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, 
namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan 
hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat 
kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum 
tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), 
belum tentu berguna bagi masyarakat. 

Para penegak hukum harus menerapkan hukum tanpa kehilangan ruh 
keadilan. Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, 
sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi 
manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat bukan sebaliknya 
mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan 
hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan 
dan penegakan hukum itu sendiri. 

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika 
hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. 
Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing 
nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga 
ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan 
adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhaltnis).  

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi 
ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga 
menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan 
memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi 
landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. 
Kepada keadilan-lah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, 

                                                 
4 Said Sampara dkk, 2011. Pengantar Ilmu Hukum,Total Media, Yogyakarta, h. 40.  
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karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. 
Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. 

Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum 
atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai 
keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang 
terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. 
Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan 
akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang 
penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut 
berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya 
nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. 
Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga 
nilai tersebut. 

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan 
masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat 
berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen 
pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang 
penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, 
tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum 
yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Menurut Gustav Radbruch 
terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu 
keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan 
kemanfaatan (Zweckmaβigkeit).  

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan 
ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang 
berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga 
dengan istilah fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh 
hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. 
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh 
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat 
mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian 
hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan 
kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya 
masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 
hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau 
penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. 
Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat 
setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus 
dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa 
membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik 
dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat 
bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan 
peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa 
yang konkrit. 
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Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. 
Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan 
tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada 
nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum 
dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. 
Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan 
sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu 
tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan 
yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan 
merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar 
kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus 
diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum. 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian dan 
kemanfaatan yang paling banyak dibicarakan. Idealnya hukum harus 
mengakomodasikan ketiganya. Namun ada yang berpendapat bahwa 
keadilan merupakan tujuan yang paling penting bahkan satu-satunya. 
Contohnya seorang hakim Indonesia, Bisma Siregar mengatakan “bila untuk 
menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya 
korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah 
keadilan. 

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang 
hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam 
hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak 
waktu. Carl Joachim Friedrich menyatakan :  

“Upaya mewujudkan keadilan seringkali juga didominasi oleh kekuatan-
kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik hukum 
untuk dapat mengaktualisasikannya.” 

Roscue Pound sebagai salah satu ahli hukum yang ber-mazhab pada 
Sosiological Jurisprudence, terkenal dengan teorinya yang menyatakan 
bahwa, “hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat 
(law as a tool of social engineering)” . Hal inilah yang menjadi tolak 
pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan : 

”bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan 
dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, 
melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum 
itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, 
bukan manusia untuk hukum”  

Berdasarkan pendapat Radbruch, dapat dikatakan bahwa seorang hakim 
dapat mengabaikan hukum tertulis (statutarylaw/ state law) apabila hukum 
tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan 
sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Namun, wajah 
peradilan Indonesia berangkat dari kasus Minah hanya menitikberatkan 
pada aspek dogmatika atau statutory law bahkan seringkali hakim hanya 
bertugas untuk menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) yang 
berakibat pada penciptaan keadilan formal belaka bahkan seringkali 
menemui kebuntuan legalitas formal. 
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Penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya sarat dengan etis dan 
moral. Penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya 
guna (utility) bagi masyarakat. Namun disamping itu, masyarakat juga 
mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan. 
Kendatipun demikian, terkadang apa yang dianggap berguna belum tentu 
adil, begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan asil, belum tentu berguna 
bagi masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam menegakan 
hukum akan lebih baik diutamakan nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan 
penegakan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo. 

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan satu usaha 
untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. 
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah 
pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 
peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang 
paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan 
aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch 
menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang 
penyanggah penegakan hukum. Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai 
pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Khusus tujuan 
keadilan atau finalitas yaitu menekankan dan menentukan isi hukum, sebab 
isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun 
Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan 
urusan undang-undang semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku 
manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu 
dituliskan. Sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara 
mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan. 

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi 
dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka 
manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas 
melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan 
merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. 

Perkembangannya falsafah keadilan sering dikaitkan dengan salah satu 
bidang pranata kehidupan yaitu hukum karena keadilan merupakan tujuan 
yang paling utama dari hukum. Problematik bila hukum ternyata tidak 
mampu mewujudkan nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Keadilan adalah tolak ukur baik buruknya suatu hukum. 

Pemikiran tentang filsafat hukum dewasa ini diperlukan untuk 
menelusuri seberapa jauh penerapan arti hukum dipraktekkan dalam hidup 
sehari-hari juga menunjukan ketidaksesuaian antara teori dan praktek 
hukum sehingga tidak tercapainya keadilan yang di inginkan. Manusia 
memanipulasi kenyataan hukum yang baik menjadi tidak bermakna karena 
ditafsirkan untuk mencapai kepentingan tertentu, hal ini dapat dibuktikan 
dengan banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena kebenaran 
hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik sehingga 
peradilan tidak mampu menemukan keadaan yang sebenarnya. 
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Falsafah keadilan adalah untuk mencari jalan keluar dari belenggu 
kehidupan secara rasional dengan menggunakan hukum yang berlaku untuk 
mencapai keadilan dalam hidupnya. Peranan filsafat keadilan tak pernah 
selesai terkait dengan persoalan hukum yang selalu mencari keadilan, hukum 
dan keadilan adlaah dua hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat 
dipisahkan. Hukum dibuat dan ditetapkan adalah agar orang yang berada 
dibawah naungan hukum tersebut menikmati dan merasakan keadilan. 

Akan tetapi kenyataannya hukum dapat atau sering kali bertentangan 
dengan nilai keadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kaitan 
antara keduanya, serta dalam kondisi mana hukum sebagai perangkat paling 
khas dalam masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat dan 
melaksanakan kebijakan dapat dipakai untuk tujuan keadilan sosial. 

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan 
dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih 
khususnya, dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan 
bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap 
sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan 
dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya 
ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.  

Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan 
numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan 
setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami 
tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa 
semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi 
tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, 
prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan 
banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.  

Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan 
distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik 
yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Kedailan distributif dan 
korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan 
dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan 
distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan 
atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan 
ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran 
kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. 

Kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan 
dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis 
jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan 
dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. 
Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai 
kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat. 

John Rawls dalam bukunya a theory of justice menjelaskan teori keadilan 
sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of 
opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan 



Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016: 1567-1582 
 

 

 

1578 

 

ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi 
mereka yang paling kurang beruntung. 

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu 
hal, baik menyangkut benda atau orang serta keadilan merupakan perkataan 
yang di agungkan dan di idamkan oleh setiap orang dimanapun mereka 
berada. Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa falsafah 
keadilan yaitu kebijaksanaan yang bersifat adil dan diinginkan oleh 
masyarakat.  

Selanjutnya. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa 
dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah 
ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena 
mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-
raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan 
norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik 
norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan 
suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun 
organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh 
aturan hukum. 

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam 
hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum 
dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan 
dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang 
berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh 
terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, 
di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang 
mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul 
penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada 
ketidakpastian hukum. 

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum 
itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya 
lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak 
atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi 
seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu 
atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. 

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, 
maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang 
kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan 
hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian 
hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila 
kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka 
dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan 
hukum (Werkelijkheid) yang berlaku. 

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma 
hukum formil yang ada dalam undang-undang (law in book’s), akan 
cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya 
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di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (living law). Lebih 
jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal 
culture) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta 
pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku. 

Selanjutnya yaitu, kemamfaatan hukum yang perlu diperhatikan, karena 
semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan 
hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan 
masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung 
hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan 
itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. 
Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca 
pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang 
salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti 
kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Olehnya itu didalam penegakan hukum, 
perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional. 

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat menarik sebuah konklusi 
bahwa landasan filosofi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan, harus proporsional atau seimbang antara yang 
satu dengan yang lainnya, baik dari segi keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan, sehingga dapat memberikan rasa jaminan akan adanya 
penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan daripada hukum itu sendiri 
yang merupakan filosofi dari cita-cita atau kehendak masyarakat. 

 
 

6. Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam 
Kehidupan Masyarakat 
Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara 

keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-
ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah 
tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan hanya 
bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan 
oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut 
merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini 
seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam 
kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat 
menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan 
mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa 
didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. 
Masyarakat dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum 
agama atau filsafat tentang dunia secara umum. 

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu 
hal, baik menyangkut benda atau orang serta keadilan merupakan perkataan 
yang di agungkan dan di idamkan oleh setiap orang dimanapun mereka 
berada. Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa falsafah 
keadilan yaitu kebijaksanaan yang bersifat adil dan diinginkan oleh 
masyarakat. 
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Sedangkan Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya 
memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan 
yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung 
jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang 
erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam 
mengaktualisasikannya dalam hukum positif.  

Hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian tidak 
terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Nilai kepastian 
inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat 
memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Hukum yang hidup 
dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya 
terkadang melebihi hukum positif, masyarakat terkadang lebih takut dengan 
hukum adat dibandingkan hukum positif. 

Kemanfaatan Hukum dapat tercapai dalam kehidupan masyarakat 
menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia 
dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua 
raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti 
dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa 
yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan 
hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si ‘raja suka’, dan serentak 
mengekang si ‘raja duka’. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat 
bagi kebahagiaan masyarakat. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran 
utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan 
kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya 
masyarakat. 

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum 
(zweckmasiggkeit ) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama 
sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan 
perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati 
untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh 
karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, 
masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan 
manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk 
manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi 
manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena 
hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di 
dalam masyarakat itu sendiri. 

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat menarik sebuah konklusi 
bahwa terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam 
kehidupan masyarakat manakala keadilan serta kebijaksanaan yang bersifat 
adil dan diinginkan oleh masyarakat, perlu adanya nilai-nilai kepastian guna 
mencapai adanya kemanfaatan hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat, 
salah satu contohnya adalah putusan hakim yang dapat memberi manfaat 
bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu 
pengetahuan. 
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7. Penutup 

1. Landasan filosofi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan, harus proporsional atau seimbang antara 
yang satu dengan yang lainnya, baik dari segi keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan, sehingga dapat memberikan rasa jaminan akan adanya 
penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan daripada hukum itu 
sendiri yang merupakan filosofi dari cita-cita atau kehendak 
masyarakat. 

2. Terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam 
kehidupan masyarakat manakala keadilan serta kebijaksanaan yang 
bersifat adil dan diinginkan oleh masyarakat, perlu adanya nilai-nilai 
kepastian guna mencapai adanya kemanfaatan hukum dalam tatanan 
kehidupan masyarakat, salah satu contohnya adalah putusan hakim 
yang dapat memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum 
dan perkembangan ilmu pengetahuan. 
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